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Menimbang

Mengingat

BUPATIPEMALANG
PROVINSIJAWA TENGAH

PERATURANBUPATIPEMALANG
NOMOR TAHUN2025

TENTANG

PEDOMANTATANASKAHDINAS

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIPEMALANG,

a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran
komunikasi kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang, perlu dilakukan evaluasi terhadap pedoman tata
naskah dinas agar lebih efektif dan efisien;

b. bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,
perkembangan organisasi dan peraturan perundang-
undangan, perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian
pedoman tata naskah dinas;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati
Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

https://jdih.pemalangkab.go.id

BAGIAN HUKUM
Typewritten text
11



Menetapkan

2

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH
DINAS.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati
penyelenggara Pemerintahan Daerah
pelaksanaan urusan pemerintahan
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pemalang.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.

3. sebagai unsur
yang memrmpm

yang menjadi

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pemalang.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

9. Perangkat
sekretariat
kecamatan.

terdiri dari sekretariat daerah,
inspektorat, dinas, badan, dan

Daerah
DPRD,

10. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah
unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan
untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
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11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang.

12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pemalang.

13. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Pemalang.

14. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah
Daerah.

15. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik
adalah informasi yang direkam dalam media elektronik
sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dany atau
diterima oleh pejabatj pimpinan yang berwenang di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi,
atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

BABII

JENIS, SUSUNAN,DANBENTUKNASKAHDINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a. Naskah Dinas arahan;

b. Naskah Dinas korespondensi; dan

c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua

Naskah Dinas Arahan

Pasal3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12
huruf a terdiri atas:

a. Naskah Dinas pengaturan;

b. Naskah Dinas penetapan; dan

c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa13 huruf a terdiri atas:

a. Perda;

b. Perbup; dan
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c. Peraturan DPRD.

Pasal5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 huruf b terdiri atas:

a. Keputusan Bupati;

b. Keputusan DPRD;

c. Keputusan Pimpinan DPRD;dan

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa17

(1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 huruf c terdiri atas:

a. surat perintah;

b. surattugas;dan

c. surat perjalanan dinas.

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan
untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas
dan fungsi.

(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk
melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran
dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat
negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak
lain.

Pasal8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Bagian Ketiga

Naskah Dinas Korespondensi

Pasa19

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. korespondensi internal; dan

b. korespondensi eksternal.

Pasa110

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

a. nota dinas;

b. memo; dan

c. disposisi.

Pasal 11

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasa110 huruf
a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar
pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari
bawahan kepada atasan di lingkungan internal
Perangkat Daerah.

(2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan
suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau
pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c
merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada
bawahan mengenai tindak lanjutj tanggapan terhadap
Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasa113

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk
surat dinas.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi
eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keempat

Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa12
huruf c, terdiri atas:

a. instruksi;

b. surat edaran;

c. surat kuasa;

d. berita acara;

e. surat keterangan;

f. surat pengantar;

g. pengumuman;

h. laporan;

1. telaahan staf;

J. notula;

k. surat undangan;

1. surat pernyataan melaksanakan tugas;

m. surat panggilan;

n. surat izin;

o. lembaran daerah;

p. berita daerah;

q. rekomendasi;

r. radiogram;

s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;

t. sertifikat;

u. piagam; dan

v. surat perjanjian.

Pasal 15

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
a berisi perintah Zarahan Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang
dianggap penting dan mendesak.

(3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain
dengan atas namanya untuk rnelakukan suatu tindakan
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tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan
perundang- undangan.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada
waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh
para pihak.

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk
kepentingan kedinasan / terten tu.

(6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam PasaI14
huruf f berisi informasi yang digunakan untuk
menyampaikan barang atau naskah.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum
dari pejabat yang berwenang.

(8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
h berisi pemberitahuan tentang pe1aksanaan kegiatan
atau kejadian tertentu.

(9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan
saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan
yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.

(10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j
merupakan catatan yang berisi proses sidang atau
rapat.

(11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik
di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak
eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk
menghadiri suatu acara kedinasan.

(12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf 1berisi pernyataan dari
pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah
melaksanakan tugas.

(13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal14
huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang
berwenang kepada pegawai untuk menghadap.

(14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 huruf
n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan
yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf 0 berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah
untuk mengundangkan Peraturan Daerah.

(16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah

----------------------------------------------------------------------------~.~~ ~--
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untuk mengundangkan Peraturan Bupati dan
Peraturan DPRD.

(17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf q merupakan Naskah Dinas berisi keterangan
atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang
sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan
pertimbangan kedinasan.

(18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim
melalui radio Naskah Dinas dari pejabat yang
berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim
melalui telekomunikasi elektronik.

(19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s
merupakan Naskah Dinas sebagai tanda bukti berisi
keterangan seseorang telah Iulus /mengikuti pendidikan
dan pelatihan tertentu.

(20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
t merupakan Naskah Dinas sebagai berisi keterangan
tanda bukti seseorang telah mengikuti
program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran,
kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop,
seminar, dan yang sejenis.

(21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasa114 hurufu
merupakan Naskah Dinas berisi keterangan
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau
keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan
atau instansi/Jembaga dari pejabat berwenang.

(22) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasa114
huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang
mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk
melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang
disepakati bersama.

Pasa116

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini

Pasal 17

Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana
dimaksud pada Pasal 14 huruf v diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
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BABIII

PEMBUATANNASKAHDINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

a. media rekam kertas; atau

b. media rekam elektronik.

Pasal19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak
menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
menggunakan:

a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau

b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 berisi unsur:

a. kop;

b. penomoran;

c. penggunaan kertas;

d. penggunaan tinta;

e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata
penyambung;

f. penentuan batas atau ruang tepi;

g. nomor halaman;

h. tembusan;

1. lampiran;

J. paraf, tanda tangan, dan stempel;

k. amplop dan map; dan

1. Naskah Dinas bahasa asing.
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Bagian Kedua

Kop

Pasa122

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri
atas:

a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan

b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasa123

(1)Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas
yang ditandatangani oleh Bupati dan/ atau Wakil Bupati.

(2)Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat
sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian
Bupati.

Pasa124

KopNaskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasa122 hurufb digunakan untuk Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh pejabat berwenang se1ain Bupati
dan Zatau Wakil Bupati.

Pasa125

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasa126

(1) Penomoran Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas
penetapan menggunakan angka arab.

(2) Penomoran Naskah Dinas penugasan menggunakan
angka arab dengan memuat un sur berupa:

a. kode klasifikasi;

b. nomor urut penerbitan; dan

c. tahun terbit.

(3) Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal (nota
dinas) menggunakan angka arab dengan memuat unsur
berupa:

a. kode klasifikasi;

b. nomor urut penerbitan; dan
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c. tahun terbit.

(4) Penomoran Naskah Dinas korespondensi eksternal
menggunakan angka arab dengan memuat unsur
berupa:

a. kategori klasifikasi keamanan;

b. kode klasifikasi;

c. nomor urut penerbitan;

d. akronim unit kerja pengolah Naskah Dinas; dan

e. tahun terbit.

(5) Ketentuan mengenai contoh penomoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

Bagian Keempat

Pengunaan Kertas

Pasal27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal28

(1) Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas
penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah
Dinas khusus merupakan kertas jenis Houtvrij
Schrijfpapier (HVS),ukuran F4 (215 x 330 mm) dengan
gramatur minimal 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali
pada lembaran daerah dan berita daerah.

(2) Kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS),ukuran A4 (210
x 297 mm) dapat digunakan untuk penyusunan Naskah
Dinas yang ditentukan menggunakan jenis dan ukuran
kertas secara khusus.

(3) Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5
(165 x 215 mm).

Pasa129

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam
pembuatan Naskah Dinas khusus yaitu surat tanda tamat
pendidikan, sertifikat dan piagam disesuaikan kebutuhan
dengan memperhatikan ketahanan kertas.
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Bagian Kelima

Penggunaan Tinta

Pasa130

(1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d
sebagai berikut:

a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna
hitam;

b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan
paraf berwarna biru tua;

c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas,
berwarna ungu; dan

d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas
bersifat rahasia, berwarna merah.

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas
merupakan tinta yang tidak larut oleh airjtidak luntur
atau pigment durabrite.

Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata
Penyambung

Pasal31

(1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah
Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas
pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek
keserasian dan estetika.

Pasal32
(1) Jenis hurufpada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah

Dinas penetapan yaitu bookman old style dengan
ukuran 12 (dua belas).

(2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu Arial
dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal33

(1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan
sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada
halaman berikutnya.
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(2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditulis pada:

a. akhir setiap halaman;

b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;
dan

e. kata yang diambil persis sarna dari kata pertama
halaman berikutnya.

(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik tidak meneantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal34

(1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan
untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan
Naskah Dinas.

(2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Ruang tepi atas terdiri atas:

1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua)
spasi di bawah kop; dan

2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, minimal 2
(dua) em dari tepi atas kertas.

b. Ruang tepi bawah minimal 2,5 (dua koma lima) em
dari tepi bawah kertas;

e. Ruang tepi kiri minimal 3 (tiga) em dari tepi kiri
kertas; dan

d. Ruang tepi kanan minimal 2 (dua) em dari tepi
kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

Pasa135

(1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasa121
huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka
arab / biasa.

(2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas
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khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara
simetris.

Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasa136

(1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan
dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat
tersebut.

(2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
Naskah Dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang
mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang
diatasnamakan.

(3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
Naskah Dinasnya ditandatangani oleh jabatan
pimpinan tinggi atas nama Bupati, disampaikan kepada
Bupati dan Sekretaris Daerah.

(4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
Naskah Dinasnya ditandatangani oleh jabatan
pimpinan tinggi atas nama Bupati berupa surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam
tidak memerlukan tembusan.

(5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berada
pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan
diikuti tanda baca titik dua (:),tidak diberi garis bawah,
serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan,
arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasa137

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
i ditandatangani oleh pejabat yang sarna dengan yang
menandatangani Naskah Dinas.

(2) Dalam Naskah Dinas dengan media rekam elektronik,
lampiran Naskah Dinas tidak ditandatangani.

(3) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu
halaman, halaman berikutnya diberi nomor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas

Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel
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Pasa138

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan
Naskah Dinas.

Pasa139

(1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi,
redaksi, dan pengetikan.

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. paraf hierarki; dan

b. paraf koordinasi.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh
dibawah pejabat penandatangan, terlebih
diparaf sebelum ditandatangani.

(4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang
akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak
memerlukan paraf.

pejabat
dahulu

(3)

(5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk
catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum
dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang
berwenang.

(6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan
berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar
pertama.

(7) Susunan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam media rekam kertas tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasa140

(1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2)huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang
jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.

(2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, asisten, sekretaris DPRD,kepala dinas, kepala
badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum
harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang
pejabat secara berjenjang.

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah
Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus
ditempatkan pada lembar terakhir.
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Pasa141

(1) Parafkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa139
ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai
substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada
masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.

(2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar
unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang
terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang pada lembar terakhir.

Pasal42

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi
sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas
penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan,
dan keutuhan informasi.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Tanda tangan basah; atau

b. Tanda tangan elektronik.

(3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang
berwenang.

Pasal43

(1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas
dengan media rekam kertas.

(2) Tanda tangan e1ektronik digunakan pada Naskah Dinas
dengan media rekam elektronik.

Pasal44

(1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak
menggunakan gelar.

(2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah
Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan
Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali
piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan
dan pelatihan.

(3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain
Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah
menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan
pangkatj golongan.
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(4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat,
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana
harian Bupati tidak menggunakan gelar, nomor induk
pegawai, dan pangkat/ golongan.

(5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan
pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak
menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan
pangkat / golongan.

Pasal45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam
susunan dan bentuk kode quick response yang disertai
nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;

b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik
didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus
dicetak;

c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis,
media daring atau media luring; dan

d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat
oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal46

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media
rekam kertas.

(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik.

Pasal47

Stempel terdiri atas:

a. stempel jabatan Bupati;

b. stempel Perangkat Daerah;

c. stempel UPT Daerah darr/atau badan layanan umum
Daerah; dan

d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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Bagian Keduabelas

Amplop dan Map

Pasal49

(I) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:

a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati; dan

b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam
kertas berbentuk persegi panjang.

(3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian
Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan
kepentingan Pemerintah Daerah.

(4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.

(5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas
warna coklat.

(6) Bentuk dan susunan Amplop Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Peraturan Bupati ini.

Pasa150

(1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat
pengirim dan alamat tujuan.

(2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
memuat:

a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama
jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama
kabupaten dan nama provinsi, nomor telepon,
faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian
tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan
Bupati.

b. logo Daerah berwarna dan nama Pemerintah
Daerah, nama Perangkat Daerah yang
bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama
kabupaten dan nama provinsi, nomor telepon,
faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian
tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat
Daerah.

(3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas
Perangkat Daerah an tara tulisan nama Pemerintah
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Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah
3:4 dengan menggunakan huruf Arial.

Pasa151

(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k
terdiri atas:

a. map Naskah Dinas jabatan; dan

b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasa152

(1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1)huruf a terdiri atas:

a. map Naskah Dinas Bupati; dan

b. map Naskah Dinas Kepala Perangkat Daerah.

(2) Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna
kuning emas dan tulisan Bupati menggunakan huruf
Arial dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada
bagian tengah atas secara simetris.

(3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map
Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasa153

(1) Naskah dinas dapat disusun dalam bahasa asmg
dengan mengacu pada format Naskah Dinas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam
bahasa asing.

BABIV

PENGAMANANNASKAHDINAS

Pasa154

Pengamanan Naskah Dinas minimal memuat:
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a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses
Naskah Dinas;

b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan
klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:

1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan
akses; dan

2. pemberian nomor sen pengaman atau security
printing.

Pasa155

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam
e1ektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis
memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasa156

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri
atas:

a. sangat rahasia;

b. rahasia;

c. terbatas; dan

d. biasaj terbuka.

Pasa157

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan
dan substansi Naskah Dinas.

Pasa158

(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi
sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan
kepada pihak yang berwenang.

(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi
biasaj terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasa159

(1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan
kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi
pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.

(2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi
keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan
amplop rangkap dua.
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Pasa160

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki
klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas
dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan
perkembangan teknologi.

PasaI61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR'dengan
menggunakan tinta warna merah;

b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan
menggunakan tinta warna merah;

c. Naskah Dinas penting diberikan kode T' dengan
menggunakan tinta hitam; dan

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan
menggunakan tinta hitam.

PasaI62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau
security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin
keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah
Dinas.

Pasa163

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau
security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABV

PEJABATPENANDATANGANANNASKAHDINAS

Pasa164

(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas
merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang
ada pada seorang pejabat untuk menandatangani
Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan
pada jabatannya.

(2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh
Bupati berlaku mutatis mutandis bagi penjabat,
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pe1aksana
harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan
Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasa165

(1) Pejabat Pemerintah Daerah
kewenangan penandatanganan
pejabat di bawahnya.

(2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

dapat melimpahkan
Naskah Dinas kepada

BABVI

PENGENDALIANNASKAHDINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasa166

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan

b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua

Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasa167

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut:

a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang
diterima dengan cara mengagendakan,
mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan
mendistribusikan ke unit pengelola.

b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi
Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan

c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Pasa168

(1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui
tahapan sebagai berikut:

a. Untuk media rekam kertas tahapannya:
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1. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang diberi nomor,
tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada
masing-masing unit kerja; dan

2. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses
diarsipkan pada unit tata usaha dan unit
pengelola.

b. Untuk media rekam elektronik tahapannya:

1. Naskah Dinas keluar diberi nomor, tanggal, dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
dan

2. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses
diarsipkan pada unit tata usaha dan unit
pengelola.

(2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi
pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu
melalui Sekretariat Daerah.

(3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat
menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat
u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti
dibawah nama jabatan yang dituju.

BABVII

PAPANNAMAKANTOR

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal69
Jenis papan nama kantor terdiri atas :

a. papan nama kantor Bupati;

b. papan nama kantor Perangkat Daerah;

c. papan nama kantor UPT; dan

d. papan nama kantor ke1urahan.

Bagian Kedua

Bentuk, Ukuran dan lsi

Pasal70

Papan nama kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
berbentuk empat persegi panjang.

Pasal71

Ukuran papan nama kantor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 disesuaikan dengan besar bangunan.
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Pasa172

(1) Papan nama kantor Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 huruf a berisi tulisan kantor Bupati,
alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2) Papan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 huruf b berisi tulisan pemerintah
kabupaten dan nama perangkat daerah yang
bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

(3) Papan nama kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 huruf c berisi tulisan pemerintah kabupaten,
nama kecamatan dan nama kelurahan yang
bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

(4) Papan nama UPTsebagaimana dimaksud dalam Pasal69
berisi tulisan pemerintah kabupaten, nama Perangkat
Daerah, dan nama UPT yang bersangkutan, alamat,
nomor telepon serta kode pos.

(5) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama
kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4)disesuaikan dengan kebutuhan dan
estetika.

(6) Bentuk dan Ukuran Papan Nama Kantor sebagaimana
dimaksud pada pasal 69 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penempatan

Pasal73

Papan nama kantor Bupati, Perangkat Daerah, ditempatkan
pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan
letak dan bentuk bangunannya.

Pasa174

Dalam hal beberapa Perangkat Daerah yang berada dibawah
satu atap atau satu komplek, dibuat satu papan nama yang
bertuliskan semua nama Perangkat Daerah.

BABVIII

PERUBAHANDANPENCABUTAN

Pasal75

(1) Perubahan dan pencabutan Naskah Dinas dilakukan
dengan bentuk dan susunan Naskah Dinas yang sejenis.

(2) Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
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pejabat yang menetapkan, menge1uarkan atau pejabat
diatasnya.

BABIX

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasa176

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Naskah
Dinas dilakukan oleh Bupati melalui unit kerja yang
membidangi ketatalaksanaan.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018
Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pema1ang
pada tanggal 25 Mel 2025

BUPATIPEMALANG,
ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tangga125 Mei 2025

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENPEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO
BERITA DAE-RAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025. NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIANHUKUM

SETDAKABUPATENPEMALANG,

«1'------
ARIEF RACHMANHAKIM,S.H., M.H.

PEMBINA
NIP. 197810292006041008
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LAM PIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP,
PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN

KEWENANGAN NASKAH DINAS

1. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas

A. Naskah Dinas Penugasan

1. Surat Perintah

SURATI'ERIi\!AH
NOMUi>! ...

~knimbam! : a b.1.h..v:t
b bahwa

.2
:1
4 d,ll! s!"{r!u"n.v,.l
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2. Surat Tugas
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3. Surat Perjalanan Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERANGKAT DAERAH

Jalon Nc(nCf".. Pematang Jawa Tergah Kode P(""Sie'epclfl (D2S4'
Fali.slmlf*l !02€A! Lat1'k'H1 . PCS,-t'tl.

Lcrnbar ke
Kode ~(1

"omor

Pt"nrl.:un.1 An~.in~nll{qH"-'t
Pcn~~unn AnJ~aH\Jl

Narn~1Repala Daer ...l,; 'Wakll 1\cp.lkl
Ullcmhj Ptrnpman [)PRD I AngpJt.l
fWRD 'NiUl1H PCr;a\\\il ASN d~ln

NlP / Pih.''iK L~llnyang mti.1:K5af18kan
perjalnnan dmas

.3,

b. JabJ:it.:U1;trlSUlnS! b.
Ting).;,al Blaya PI'"(.llanMl Dind!> {

a TC'mpi1~.t.;cr.'H1t;kar
h. Tcmpat t~;u,:m b.
," 1..Ult.Ul),4 Pf'lla1.'U'dH Dif'l.lh
b Tnnt:~fi! bemnr-KEt

Tlmt;g •.d .IH:UUSkClnb;;ih/WM IIi
tcrnpat baru "J

b.

IJ Pcrnbcbanan Anh.~nran
."1 In lanc,j

b. Akun

,2

J.
4

b.

D."clllarkal~ (1;
Tang.;<al
f'(",.IH~i4UI'\.t l\r\&.>!.~H'1.n fKlwl'>.l

PI"Ii&~lln.\ An~;'lr ..an

I· .
!\ilP

, I
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II T!l)~.. di
P~lcta T .iJl?~.1
Kcp~\hl

[ '. t
NIP

1 l'k.,mgl<:a: d-dri
ITernp,tt f\~·dud.qk~H\~
K"
PMid TItllggHI
Krpal'l

Fknlngk~l.l dnn
Kr-
Pada Tarre..;gul
Kcpala

t"". ,..
Nt?

II! Trbn di
Pnct.l Tan~al
Kcp~,I:l

i ."..., __.....,_......1
'JIP

Berangkat dari
Ke
Padn Ta n~~nl
Kcp~da

1-.,,,,,
~lP

rv. Tlbtl dl
f"~'lftaT.lngcal
Ke pala

I '" _"'" ·1
:\lIP

Bernnekat dari
Ke
Pada Tan 'i:nl
KCP,lL\

f.".
NiP

V TJb" di
p,t(joJ Tangf;.!Il
)\t"IMb

NtP
VI Tlba di

Pada Tan~~d
10\<:: pal.,

I
NIP

·1

Berongk.~! (i;u'j
Kt"
Pwb T.H~~;.'tl
)\(' p,'\! fl

Telah drperiks« de naan kC't('r,\ni~.'H:
bahwa perjalanan terseeu l dm~;'l<'

benar chlakuk,m cH';iS perrruarmva
dan scmuta-rnata un tuk
kCpcntUH!.-H1 Jilbnt,al~ dalarn wa"t'l
yanc sesmexat aincxatnva

\'I1 Catn: an 1..31n-Lam

PCI~r.C'Jn;.l.Anggarnn I KU:lS3 P('n~cuna An£ga.ran vane mcnertmkan ~l'D.
Kcpalo Dncrah/ V,'akil Kcpnla Dacrah. Pirnpinan • I l{D, A!'l&~m3 Dl'l<D.
PC~G.\vaiASN dan Pcrthal Lam ynn,-: mclakukan per-alan an dmns. para
pejabat yang Illcngcsahk31t lan&~ru bCfll.ng_kat,' uba. scrt a bendartar-a
pcn~duaran bcr1anR~.mc jawab ocnhuark.m pcrnturan peraturnn
Kcuangan Daerah apabna negara mcndertta ruet akrbat kesalah.m.
keblman. dan i(ealnaannva.

VHl. PEI{HATIAN.
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B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRET ARIAT DAERAH

Jalan N-:)rtt)r.. Pemalang J3'II" TE'....gat> )'(C<le POE.T~pc~ IG2' .4)
faj(~lmtii1' (0284} Laman POS'el

NOTA DINAS

"{th
Dan
Tembus._1l1
Tftnr~ll;al
:-iOlllor
SiLl t
l...lI11pi I"i\n
Hul

. " .. ,;" .... " "'. ~~" - ... " ... - .~ ... " ~.-, ,

, ~~~ ~ ¥.~ "' ~"'.. - .. ~, . ..,~.",_..-~.~,.. "'.,.~ ,"'.~~.. "-"" .. '.. ,

Nama .Jubot ara,

N(;ltnll

Pt1n~k.'.lt/Golon~un
NIP

https://jdih.pemalangkab.go.id
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2. Memo

MEM()

I

t Yttl
I ..tal

I ,
1 ' . - -. .. ' .,. """, . ... ,.,., ... ,., .... , ., . .. .., _. , " ., .... , , ..

I : :: :
I ., .'"",. . ...,..I ' ,.' .'. , ,

I
I
i

I

Tern pat.. Tani"~;aLBulan d.:ln Tallun
U'llpatl Pernatzing,

~.

https://jdih.pemalangkab.go.id



3. Disposisi

- 7 -

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRET ARIAT DAERAH

Jalan ...NCfflQf .. ,P£><ffiaLarg. awa T~h Kode Pes. Tetepnlj (0284'
Fak.s.It'rnll!!' ,02841 taman . POil~)

LEMBAR IJJSPOSISf

~o SUTut:
T~l SllnH

DU€'rjrna Tgl .
No. .t\t;cndo
Slfat
Ds...Hl!~Ht Sf""'('n.~ 0 SeRtra

Ha l ;

, .

DilC"'nlskan kep.ldH '>dr
0 , -..H.

0· " .
O· ..
Dan Rctrt'uMiya

Drngan horrnnt hHfdp.
01Cin~;apnn d ...1J1 S,Bran
Of "fCl'SC-S. Iebth l...lnJu t

o
KI){)H.11l\~lSi I KOllfirnl.d"'.lk,lfl

o

1'\ .:LIT.. a Jn bat an .
,Punlf d 1n t.Ul,;,:~;....~l)

https://jdih.pemalangkab.go.id
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C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

Surat Dinas
Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Bupati

,-----..- ....,-.--......-....-----"-"" .."'---""-~------~'-..---~. . .. I

Ul'"",.\ n PEMALANG

Nnrnor
blfat.
Lamprran
Hal

\' th "

dl

po: .~..;r~W.f

, :,.111 ~n

https://jdih.pemalangkab.go.id
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Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERANGKAT DAERAH

Jalali Ncmor .. Pernaiang Ja'A8 Ter9dh Kooe POlS Te'epon (0284'
Faksi:"''1J1~, , (0'2841. ."LarrkiO _ Pcs-e..

J\Of1hJl

su.«
Larnprrrrn
Hnl

Yt.h , .

di

Tcrnb uso n .
1 .. " ..

:\um...l
Pant~kUII tohln~an

N'IP

https://jdih.pemalangkab.go.id
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D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi

SUPATJ PEl\'U"\LANG

INS,"TRL'KSI Bl'PA u PE~tj\LA:'\G

NU'~10f.! "", _.. _._.. '- .

KcpadG . I..

.3.
-t .....

Urituk ,
KESATL'
KEOUA
KF..THIA

fnstntksl lUI rnutzn bertaku pndtt tnng,(!al drtc tapkan

Dltctapkdn di .
pacta tnn~gal .....
Bup.tti Pemdl.1n~.

https://jdih.pemalangkab.go.id
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2. Surat Edaran

HUPATI P'EMALANG

Yth , 1 , " , .
2...

NOMOR TAHt":--;

TENTANG

~_~.,r' .. &·~ Z"".""." .. ~.· ~ ••• ,~<ri"" , •• ~ " •. ~.~ ~, ••• ~, •• ,'. ~ ••.• " ,~.o ,~ _.~_.

Ditcti'lpkHI1 di .
Pacta tnng,g."lt.... .

Bupan Pe matan c.

1'("'111hu'''.111

I

2.

https://jdih.pemalangkab.go.id
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3. Surat Kuasa

BUPATJ PEMALANG

SL'RAT KeASt'\
Nomor ", ".. . ..~.

nama
j.rbaran
:*IHflUH

rne mbe rr kuusa kcparta
n,:UrlH

J ...1batdn
alurnat

urrn rk

Sunilt KU~tSH ini e"htlUdt rmr uk (Hl)('rgunRk~ul ~rb~lg}~ilH.HHi
rnest inya

l 'enerrrna Kuaaa.
Nam.l.JHbdtan.

Nil:H1Ul

Panr.,kat
NIP

Pcrnbc ri Kua sa.
BUp.;Hi Pent':"lh.ln~~.

I
1

https://jdih.pemalangkab.go.id



- 13 -

4. Berita Acara

NOMOI<: '" .....

. . t~h\ln

1
1 . ......... )'1111ltSdUI1Jutnvfl rtrsc but

noma. NIP, p::mgkdt/~oIonf~ ..m ,Piha k Pcrrarna trncrn um
j!ihntan dan ,lJatn.ltl

l'H11l.kKcdvra. tel.:lh rnctakaarinxan

~1.

Be rit a Acar a iru dlbuu( dC'flf!an s('sun~~uhnya datarn r;;,·u1.f~kap

urn ujc (hp'("q~urM.kL'in !'lCDl..lgainulnd. mesti nya

[hbUftt di ... '"
Pthak Pert ,un.::,

Bupati PrnlH1.-ln~.

Ntlnlt"l

Puncv..nt iGolongnn
NtP

Mcnfi!ctahtn J Mcngcsuhknn
,N.:;nl),l Jab.l t.H1.

Nl1UlH

Pangkat/Golonr-;an
NIP

https://jdih.pemalangkab.go.id



5. Surat Keterangan

- 14 -

BUPATI Pf':MA1,.A~G

Sl'RAl KETERANGAN
NO::\10R ...

Yang be.rrnrtdn tu:n~an di bawa.h iru:

Derman HU men!' rungk c: n ba hwa:

1crnpot, Tnn~f'..,:ll.Bulan. dnn Tnrruri

NHlnd

.J~IIJ.i.lI~ln

NIP
p.:Jngl'::{H IGol
jabaran
d~ln 8("t(,1"11s-nya

https://jdih.pemalangkab.go.id
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6. Surat Pengantar

h-PEMERINTAH KABUPATENPEMALANG
PERANGKAT DAERAH

JaiarL .Nomo.,-... Pemalang. Ja\ .....T@11mh l'{odrz Pos ia ~"')fI {O~84
Fak&<nfle .. (02:8';41 .Laman . Pos..(t.

\'111

dl

SllRAT PENGA~TAR
~OMOR.

N'~lski1hDimu,{Btl.fHtlg,
Yang. Dikrr'rmknrr

, Dnc rirna tung,r~ul .
Pe nertma
N.HUt'l JahaUul,

Pcngirrm
N~UTHl ~lalkH£'In.

Nama
PaugkHt: Gnlong.u1
NIP

Nama
PHll!"·k ••t 'CHJlongan
~IP

https://jdih.pemalangkab.go.id
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7. Pengumuman

,------,.'- --

BCPATI PEJl.IALA~G

PENGl' ~t L'.\tAN
NOMOR: H "

TESTANG

~'.~~~~'~""~"'''' ••. ~.-., .. .,.. ~",,""""'" .... '" "'~ '.... ~,# .•• ~ " .•. "~ ••• ~" .,..~ .• , ,~,,,,,~ ,~.-. ~."',~.'~" ••••

'~'.'""'-' ~~-"'''~.'''.-~¥.,,_ •. - -,.,- •.. ~ ••• "' .. - ,- -' " .•• ., .••. , •• -." ~~~ .• _ '_"'_·"M ••• __ .~ .• _A'_.¥. "'.

:-- ..... _.~" .~ •• ,••.• I .. _~._·~"". __ ..... , , • .,..r._ • .,_•.. ~._._ ••••.• ~ ••• _ .•••• '.... __ .,.-, ..

https://jdih.pemalangkab.go.id
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8. Laporan

r-: '_ _'_~"_';""i,-"",,=_""~~~ _ .......o>-_"", __ ~._~.~. _. "" ..._......4_:,-:~~ __'=.;,,· ~I PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
I PERANGKATDAERAH
~. Jai.an NcmCl' Pemal.:mg Jaw.a Tef\gtlo Kode Pos Teleoon (0284;
I Faks?ltle" . t02B4J ,Laman . PO'S-{!.
I
i,

I
I LAPURAN

TE~I:\NG
!
I

t
!

I
i
I
I
1
J

I
!

.2, Laridaaan Huk.urn

D Kestrnptrtsm diln S':lr.Ul

Drbtrar d1 __ , ,.. "
?Bda tangf;aI .'. .. .' .. '

Nurnd
PtUlgk,ll iG(llon!~'n

NIP

https://jdih.pemalangkab.go.id
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9. Telaahan Staf

PEMERfNTAH KABUPATEN PEMALANG
PERANGKATDAERAH

t"'Jtr(.lf' ,PemaLat!;,J Jchlta Te-r~h Kode Pos Te~ ...jfl 40234.
FakS-lfflt!le {02S4, ,Laman ., Pos-ef,

TEl..AAHi\N STAF

I
I,:

I NO.fWHI Larnpu-ari :I__l_f_4_1 '_'_' __ '"_' _._. ~ __

!

I
I
i

!
!
I
I
I
t
I

I
I
f

Yt h .
(J"tr1

T.Jngt~ll

I. Pc raoulars

IV. An.:.lhsls

v KCsul1pulnn

\'1. Saran

N.llU"l

P.tngk.·\t ,'Gnflln!:~m
:'\IP

https://jdih.pemalangkab.go.id



10. Notula

r
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PEMERINT AH KABUPATEN PEMALANG
PERANGKATDAERAH

Ja l'i NOftlOf Demdafrg Jaw., T~gah Kod~ Pos. Te'vpon IO]2~,
Fakr.<m1'<e. (C284} lalTl:..'ln Pos-€>

Han I Tang&al

Sur-at Undang.an

Acara I _ .

KetuH

Sekn:taris

Prn(.Ht~jt

2. ddtl set<:: ru sn v a

Pimpindfl Sl(htn~;f Rd(Ht

Norna Juhntan.

Nama
Pan~at /(JoIOnf{,-ln

'NIP

https://jdih.pemalangkab.go.id
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11. Surat Undangan

- _."

I

I
'~

PEMERtNTAH KABUPATEN PEMALANG
PERANGKAT DAERAH

_NomOf. Pamalang. jaNa Tenga Kode Pas. ie4epo"'l t028-l
fak&L'TiI1e ... I) S4! _..Laman . P'C$·e ..

Tcrnpat. Lm~l. Bulan dan Tahu n

Nornor
Slfnt
Larnprr .-in :
Hal : tJlld;illg~m

Yth. , " ..

di

Han I tGJ1J;.~al
\V.. ktu
Tcmpat
Acara

~n.ma
P.:tn~k'_H lGolol'H;'lf)

NIP

https://jdih.pemalangkab.go.id
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12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERANGKA T DAERAH

.... '""'Ot Pl"M1I>~ Jawn ~f':'~''Q.'I"1 .Io(~ U(l~ - ..... r·-:-·
r il!O(!i "!"Ie n2Ze...;) ....,11 .an P{..'!O•.e:1

NO'-'OR , , ..

'\ un~ be nand a tanl!".::.H.dibawah rrn:
~amtl
Nt?
Pan.hkmlGolongnrl
.Jabatan

Dcng.dn 1ni mt'nY'i- .rk.rn dengan st'!'>'ln~:":::'lhn) d bahwa
:\dm~ " .
XIP .
Pan~kl1t 'Golont~an
.Jabaran

Perarur'an
..tcrhia.l.ng

di

.N{lrtlr .•t . T,t.hIHL tcn'dnl:
trO:"h nyn'~'l flH"nJnl;;mk.\fl 'U&'~ schapu

Drm:ldHI1 ">tlt .it f',crnyat..-lHH mt'l.-tk",.·Hhlk.i.H lUg .....

irn '''1'1.:-\:1. blM·f dC'ngan <'('!->tu1.g..gubnyn lkfl~:,,",!! mrHgiq~:j'
"1'Htlp,;lh jab~H,m/pq:;"-l"\,"'l I1c-grn ..,ip.: <I.'lIl ap~1bjl:,.
dikf't%i\HH:lH1 h,tti is: huzar. lxrnYfH",.HIU in; 'i("rny,t~.j tid.th
bct~at I)r[ i!k.b,t\ kt'r'l.t-;il~n hag.: JW~~HId. n·~''iJ.;,t ,1

l)c('5crha ment'U)~~lln<:t keHlg_uHl It''r~cbuL

Nama J:lh.1Lll1.

N~~nt..'i
P,,;}.ngkat 'Go:o!H;.m

NIP

https://jdih.pemalangkab.go.id



13. Surat Panggilan
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Nornor
S':U·
Larnprran
H:t~

SUPAn PEMALANti

Yth ..

dl

Dcncan uu drmmta kcdat angan Saudnra ell Ksruor
... pHd.t

han
tdtlbH~i!
puku:
lctnl):ll
f11C'1~ghad.lp
kcp<l{ia

untuk

Dcrmkran unruk dllaksanakan dan rnenjacn
pt"rh ...•'an "cprnuhny.'t

https://jdih.pemalangkab.go.id
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14. Surat Izin
Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati

RUP.>\Tf PEMALANG

SURAT tzix

TEi'iT t-\ NG

Daa ar : CL

MEMBEI,z1 IZr~ :

Kcpnda
:':,:una
.Jubntan
Alarnat
l1ntuk

.
• - .a ~ •• .; ..

Oit('tapk~Ul di
pada tnnf:t~'ll ..

13upau Pemalang,

https://jdih.pemalangkab.go.id
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Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERANGKAT DAERAH

i"tt.;}'l ,,"0""-- PNTl*l~"Q J~",~ T....~~;l"t', 'I... p{),,: t~"",;:'.",r, C,,.'i."\.I

f.lll.!:.Jffil.ioe .02lM I Li)fn~. P'..f~-t,

Dasar

Nmllil

Jdl .ltan
Alamdl

L'muk

Sl!RAT lZI!'i

TE~TANG

. a.

MEMBERI izix

1\'mn.1
f'nng.k.;\t IG<>lnng.m

NIP

https://jdih.pemalangkab.go.id
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15. Lembaran Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERANGKATDAERAH

M_~ NGmtJF P!'!m;) r,,; J~w-n T:e:-f';S:nKnee: Po:~ ..,.C' er~'":-~~OZ-~'.4J

F:';iI',"'",.ttHfe ~':J2'-;e~·' l,!'l-'...:t'" P ~-""t

LEMBARAN f)AElo\H

Sen .... Nornor

PERl\.TURAN DAERAH

TENTA~G

~Ofn{)r ... Tahtln .. ,,,.

Sck!'ct,ans Daer ah
Kuhup.c1!rn Pl"'llhllHng.

https://jdih.pemalangkab.go.id
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16. Berita Daerah

,).,1"", N,..~'f f'COI"1"I;)nl; ,,;t\\'f;;t 'f~nC~h .. ~ P.-.... t("iepor (;~'.c4'

f ~~.~Jf~1 e ~:aZl)4"-, .....~"'hl"1 "Q~~r

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PERANGKAT DAERAH

I3ERITA DAERJ\H

Tl'\hun Sed

PEI~ATL'RAN BlfFATl PE.:MA1.ANG/KEPVTL:SAN Bl'PAH PE~tAL"NG

TF.NTASG

Sckre t.arrs Daernh
Ka bupft t r n P<'mal"lng.

https://jdih.pemalangkab.go.id
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17. Rekomendasi

BUPJ'\T! PEMAW\NG

REKO~IENnASi

N()MOR "

b. Mcmmbanr;;

trntuk

DrruikidU lcknnlCIHklbi
dipcI"gU1Ulkrm scp('"'rlun';'·H

inl unll tk

1crnpa t. 1ang,cn.L Bulan dan Tnrru n
f3upati Pt"rn.llang,

https://jdih.pemalangkab.go.id
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18. Radiogram

I\\NGGU..AN

KM,\,

'ITh ()' :.\

PHH vrx

i.:CC 1 TiC Dl'l\t rr« IlBS
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20. Sertifikat

nUPATf PEMALr'\NG

SERTIFIKAT
Nomor: >' ••••••••••••

~IP

Instan::u

Sctx-lg...ul At..lS parti;'l.tpa~in\"8. (i.dam.. .." vang
dlsdenr.;.c;nrakan .,olch dari. H.ulf.:.~~l s d

.bcrt.crnpat rti..

https://jdih.pemalangkab.go.id
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21. Piagam

P!AGAM PENGHARGAAN
l'\nmor

NIP/~RP

Ternpat. Ti.,*,n~Qbill.Bnhul d.m T.ltlLm
8".p.'\11 Pt"H!H...mg,

https://jdih.pemalangkab.go.id
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II.Kop

A. Kop Naskah Dinas Jabatan

Kop Naskah Dinas Jabatan menggunakan:

a.lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 em simetris di
bawahnya bertuliskan "BUPATI PEMALANG,dengan huruf 12, dan
ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan
dan Penetapan.

b.lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 em simetris di
bawahnya bertuliskan Bupati atau Wakil Bupati, dengan huruf 12, dan
ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan
nama kabupaten dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile,
laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial
berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas
selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.

c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
atas nama Bupati, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat
Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan "KABUPATEN
PEMALANG"yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara
simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Bupati

BUPATI PEMALANG

Jalan Surohadikusumo Nomor 1, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
Faksimile (0284) 322229 Telepon (0284) 321102, Laman www.pernalangkab.go.id

Pos-el bupati@pemalangkab.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

WAKIL BUPATI PEMALANG

Jalan Surohadikusumo Nornor 1, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
Faksimile (0284) 322229 Telepon (0284) 321102, Laman www.pernalangkab.go.id

Pos-el \vakilbupati@pemalangkab.go.id
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PEMERINTAH K.ABUPATEN PEMALANG
SMP NEGERI1 TAMAN

Jalan , Per.a ang JS'Nit Te ...gat<Ko<:1a PO!!
Te~ 'Fa1f,':I1l1 {ll, Pos-el ~;

III. Penomoran
A. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penugasan:

SURATTUGAS
NOMOR: 800.1.11.1/2/2025

B. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi
internal (nota dinas):

Nomor: 000.8.2/10/2025

C. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas korespondensi
eksternal:

B/000.8.3.4 / 02 / Organisasi/2025

D. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas khusus:
B/ 000.8.3.4 / 05 / Organisasi/ 2025

IV. Stempel Naskah Dinas

A. Bentuky ukuran stempel.
1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan,

nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara
dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 em;
b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8

ern; dan
c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7

em.
- - - - - - - - .. NamaJabatan:.--------------------,

4cm

: :~------------------~
I ..-----------a. Lambartg Negara
I
...- - - - - - - - - - - -.,. NamaPemerintahDaerah

Contoh stempel jabatan Bupati

https://jdih.pemalangkab.go.id



- 36-

2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi tulisan
"PEMERINTAHKABUPATENPEMALANG"dan menggunakan logo
daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah

adalah 4 em;
b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah

adalah 3,8 cm; dan
c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah

adalah 2,7cm.
- - - - - - - - "Pemenntrili Daereh Provinsi/Kabupaten/Kota:.-------------------,

: I I L-- ---l

" 'I I L ,.. Logo Daerah

: 1- .... NamaPerangket Daereh

1_ - - __ - - - - - - - -.. Nama Pemerintah Daereh

3.8cm

Contoh Stempel Perangkat Daerah

3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dany atau badan layanan umum
daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama
Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis dinas dan Zatau badan
layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo
daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis

dinas darr/atau badan layanan umum daerah adalah 4 em;
b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana

teknis dinas dany atau badan layanan umum daerah adalah 3,8
em;

c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana
teknis dinas dan Zatau badan layanan umum daerah adalah 2,7
CIP

=n
, ,
: I_~_~ __ -.--~----------------+ t"'f_np""m!,

'- - - - - - - - - - - - - - - - - - _,- - - - - - - "- .. :~'Ul!a!'J'rn
_- - -- - -- -_ -- - - - --- - -- - - - -- -_ ..- ~."o"I''',_",~k,l\n"lt'~.,h
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Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan
layanan umum daerah

Contoh stempel sekolah

4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.
Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan
tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop
naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan
pada salinan harus dengan warna yang sarna dengan warna stempel
pada surat asli, Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk
persegi panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 em. Berisi tulisan
"sangat Rahasia" dan "Rahasia".

I SANGAT RAHASIA 11,--__ RA_H_A_S_IA_---'
Ketentuan Stempel.
a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah

Bupati dan Wakil Bupati.
b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah

adalah kepala Perangkat Daerah, kepala Lembaga lainnya, dan
kepala unit pelaksana teknis dinas.

c. Kewenangan penyimpanan dan tanggungjawab penggunaan
stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan
ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan

d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan
stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi
urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.

e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel
ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

f. Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas
pengadaan stempel Perangkat Daerah.

g. Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel
unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan umum daerah.
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5. Pengaman Stempel
a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan

Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan

stempel diatur tersendiri oleh Bupati.

V. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan

BUPAT' PEMALANG
Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Kebondalem (52312)

Telepon (0284) Faksimile .

Nomor: 000/000/000

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri

di-
Jakarta.

B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah
PEMERtAlTAH KA8UPATEN PEMALANG

SEKRETARtAT DAERAH
Jat<iO S_ur.ohadtkust,imo Nmnm-l~ Kebol\da:iem Pe!n.a1a:n~ {SHIll

Teipj(J284) ,,_...._.... Fa. ...

yth .

Nomor : OOOjOOO/OOfi

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN

KELURAHAN WANAREJAN SELATAN
Pemulan{{ Kcdepos ...... ,..

NomoI' ; 000(000(000

ru·

xopada
Yth.

VI. Map

A.Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --I
I
I

BUPATI

I~ J

MOHONTANDATANGAN

I
I
I
I

I
I~ J

BUPATI
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B.Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpman Perangkat
Daerah/ setara jabatan pimpinan tinggi.

c.Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,, ,

l ~ :, ,
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG :

SEKRETARIS DAERAH

,
L J

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,
, I

I

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS DAERAH

BAG IAN ORGANISASI

Jalan Surohadikusumo Nomor 1, Pemalang 52312
Provinsi Jawa Tengah

IL J

VII.Paraf

A. Paraf hierarki.
C h f hi kionto para ierar 1

PARAF HIERARKI

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KABAG j ADMINISTRATORj JF

KASUBAGjPENGAWASjJF

B. Paraf koordinasi.
C h fk d·onto para oor inasi
PARAF KOORDINASI

~ABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

~ABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Dst
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VIII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

A. Kewenangan penandatanganan
1. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar /keluar

instansi Pemerintah Daerah yang bersifat
kebijakan r keputusarr/ arahan berada pada Bupati.

2. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak
bersifat kebijakan Zkeputusan Zarahan dapat diserahkarr/
dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan
tinggi pratama di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi
kewenangan.

3. penyeraharr/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah
Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat
dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan

kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang
rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain
yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing
masmg.

b. Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah
dapat memperoleh penyerahan Zpelimpahan wewenang dan
penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-
masmg.

c. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

JABATAN JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT
DITANDATANGANI

BUPATI a. peraturan daerah;
b. peraturan bupati;
c. keputusan bupati;
d. instruksi;
e. surat edaran;
f. surat dinas;
g. surat keterangan;
h. surat izin;
i. surat perjanjian;
J. surat perintah;
k. surat tugas;
1. surat kuasa;
m. surat undangan;
n. surat pernyataan melaksanakan tugas;
o. surat panggilan;
p. nota dinas;
q. embar disposisi;
r. pengumuman;
s. laporan;
t. rekomendasi;
u. radiogram;
v. berita acara;
w. memo;
x. piagam;
y. sertifikat; dan
z. surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan.
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JABATAN DALAMJABATAN ATASNAMABUPATI
WAKIL a. Surat dinas; a. Surat edaran;
BUPATI b. Surat keterangan; b. Surat dinas;

c. Surat perintah; c. Surat keterangan;
d. Surat izin; d. Surat perintah;
e. Surat tugas; e. Surat izin;
f. Surat pernyataan f. Surat tugas;

melaksanakan g. Surat pernyataan
tugas; melaksanakan tugas;

g. Nota dinas; h. Nota dinas;
h. Lembar disposisi; i. Lembar disposisi;
1. Laporan; J. Pengumuman;
J. Rekomendasi; dan k. Radiogram
k. Memo. 1. Berita acara;

m. Piagam; dan
n. Sertifikat.

JABATAN DALAMJABATAN ATASNAMABUPATI
SEKRETARIS a. Surat dinas; a. Keputusan;

DAERAH b. Surat keterangan; b. Surat edaran;
c. Surat izin; c. Surat dinas;
d. Surat perintah; d. Surat keterangan;
e. Surat tugas; e. Surat izin;
f. Surat perjanjian; f. Surat perintah;
g. Surat perjalanan g. Surat tugas;

dinas; h. Surat perjanjian;
h. Surat kuasa; 1. Surat undangan;
i. Surat undangan; j. Surat pernyataan
j. Surat pernyataan melaksanakan tugas;

melaksanakan k. Surat panggilan;
tugas; 1. Nota dinas;

k. Surat panggilan; m. Pengumuman;
1. Nota dinas; n. Radiogram;
m. Lembar disposisi; o. Berita acara;
n. Telaahan staf; p. Piagam;
o. Pengumuman; q. Sertifikat; dan
p. Laporan; r. Surat tanda tamat
q. Rekomendasi; Pendidikan dan
r. Surat pengantar; pelatihan.
s. Lembaran daerah;
t. Berita daerah;
u. Berita acara;
v. Notula;
w.Memo;
x. Daftar hadir; dan
y. Sertifikat.

JABATAN DALAMJABATAN ATASNAMA
SEKRETARISDAERAH

ASISTEN a. Nota dinas; a. Surat dinas;
b. Lembar disposisi; b. Surat keterangan;
c. Telaahan staf; c. Surat perintah;
d. Laporan; d. Surat tugas;
e. Surat pengantar; e. Surat perj alanan
f. Notula; dan f. Surat undangan;

~.
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA
SEKRETARIS DAERAH

g. Memo. g. Surat panggilan
h. Nota dinas;
i. Laporan;
j. Surat pengantar; dan
k. Daftar hadir.

JABATAN DALAM JABATAN

STAF AHLI a. Telaahan staf;
b. Laporan; dan
c. Nota Dinas

JABATAN DALAM ATASNAMA KETERANGAN
JABATAN BUPATI

KEPALA a. Surat dinas; a. Keputusan; a. Kepala
PERANGKAT b. Surat b. Surat edaran; Perangkat

DAERAH keterangan; c. Surat dinas; Daerah atas
c. Surat d. Surat nama Bupati

perintah; keterangan; menandatan
d. Surat izin; e. Surat gani Naskah
e. Surat perintah; Dinas dalam

perjanjian; f. Surat bentuk
f. Surat tugas; undangan; susunan
g. Surat g. Sertifikat; dan produk

perjalanan h. Pengumuman hukum
dinas; Keputusan

h. Surat kuasa; Bupati
i. Surat berupa

undangan; penetapan
j. Surat dan

pernyataan pengaturan
melaksanakan teknis
tugas; operasional

k. Surat substansi
panggilan; instansi.

1. Nota dinas b. Penandatang
m.Nota anan Naskah

Pengajuan Dinas oleh
konsep Kepala
naskah dinas; Perangkat

n. Lembar Daerah atas
disposisi; nama Bupati

o. Telaahan staf; berupa surat
p. Pengumuman; edaran
q. Laporan; hanya terkait
r. Rekomendasi; pengaturan
s. Berita acara; teknis
t. Memo; operasional
u. Daftar hadir; substansi

dan instansi
v. sertifikat c. Untuk

Setwan
dapat
menandatan
gani semua
naskah
dinas sesuai
dengan
kewenangan
Kepala
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JABATAN DALAM ATAS NAMA KETERANGAN
JABATAN BUPATI

Perangkat
Daerah
kecuali
sertifikat

d. Khusus
untuk
Kepala
Perangkat
Daerah yang
membidangi
urusan
pendidikan
dan
pelatihan
juga dapat
menandatan
gani
radiogram,
piagam,
surat tanda
tamat
pendidikan
dan
pelatihan
atas nama
Bupati.

JABATAN DALAMJABATAN ATASNAMA
SEKRETARIS

DAERAH
KEPALABAGIAN a. Surat dinas; a. Surat dinas;

PADA b. Surat keterangan; b. Surat keterangan;
SEKRETARIAT c. Surat perintah; c. Surat perintah;

DAERAH d. Surat izin; d. Surat undangan;
e. Surat perjanjian; e. Sertifikat; dan
f. Surat tugas; f. Pengumuman.
g. Surat perjalanan

dinas;
h. Surat kuasa;
1. Surat undangan;
J. Surat pernyataan

melaksanakan
tugas;

k. Surat panggilan;
1. Nota dinas;
p.. Lembar disposisi;
n. Telaahan staf;
o. Pengumuman;
p. Laporan;
q. Rekomendasi;
r. Berita acara;
s. Memo;
t. Daftar hadir; dan
u. Sertifikat.

~.
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JABATAN DALAMJABATAN ATAS NAMAKEPALA
PERANGKAT

DAERAH
SEKRETARIS a. Surat dinas; a. Surat dinas;
PERANGKAT b. Surat keterangan; b. Surat keterangan;

DAERAH c. Surat perintah; c. Surat perintah;
d. Surat kuasa; d. Surat undangan;
e. Surat undangan; e. Nota dinas;
f. Nota dinas; f. Laporan; dan
g. Lembar disposisi; g. Daftar hadir.
h. Telaahan staf;
1. Laporan;
j. Memo; dan
k. Daftar hadir.

JABATAN DALAM ATASNAMA KETERANGAN
JABATAN KEPALA

PERANGKAT
DAERAH

KEPALA a. surat a. surat dinas; Penandatanganan
BlDANG b. perintah; b. surat surat dinas

c. nota dinas; keterangan; untuk
d. lembar c. surat komunikasi
e. disposisi; perintah; eksternal
f. telaahan d. nota dinas; diutamakan
g. staf; dan un tuk dilakukan
h. laporan; e. daftar oleh Sekretaris

dan hadir. Perangkat Daerah
1. daftar hadir

JABATAN DALAMJABATAN ATAS NAMAKEPALA
DINASjBADAN

KEPALAUNIT a. surat dinas; a. surat dinas;
PELAKSANA b. surat perintah; b. surat

TEKNIS DINAS c. surat tugas; c. keterangan;
d. surat perjalanan d. surat

dinas; e. perintah;
e. surat kuasa; f. nota dinas;
f. surat undangan; g. berita acara;
g. surat pernyataan h. daftar hadir;
h. melaksanakan tugas; i. instruksi; dan
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JABATAN DALAMJABATAN ATASNAMAKEPALA
DINASjBADAN

i. surat panggilan; J. surat edaran
J. nota dinas;
k. lembar disposisi;
1. telaahan staf;
m.pengumuman;
n.laporan;
o. rekomendasi;
p. berita acara;
q. memo; dan
r. daftar hadir.

JABATAN DALAMJABATAN ATASNAMA KETERANGAN
BUPATI

CAMAT a. Surat dinas; a. Keputusan; Naskah dinas
b. Surat keterangan; dan keputusan
c. Surat perintah; b. Surat yang ditanda

d. Surat izin; edaran. tangani camat

Surat perjanjian; atas nama
e. bupati hanya
f. Surat tugas; untuk
g. Surat perjalanan; keputusan RT
h. Surat kuasa; danRW
i. Surat undangan;
j. Surat pernyataan

melaksanakan
tugas;

k. Surat panggilan;
1. Nota dinas;
m. Lembar disposisi;
n. Telaahan staf;
o. Pengumuman;
p. Laporan;
q. Rekomendasi;
r. Berita acara;
s. Memo; dan
t. Daftar hadir.

ATAS NAMA
JABATAN DALAMJABATAN KEPALABAGIANj

BIDANG
KEPALA a. nota dinas; a. sur at

SUBBAGIAN / KEPALA b. telaahan staf; dan b. nota dinas;
SUBBIDANG/KEPALA c. laporan. c. daftar hadir.

SEKSI
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JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA CAMAT

LURAH a. nota dinas; a. surat dinas
b. telaahan staf; dan b. surat keterangan;
c.laporan. c. surat perintah;

d. suratundangan;dan
e. surat panggilan.

JABATAN DALAMJABATAN
PELAKSANA a. Nota dinas;

b. Telaahan staf; dan
c. Laporan.

B. Pelimpahan Kewenangan
1. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakanjika yang berwenang
menandatangani suratj dokumen melimpahkan kepada pejabat di
bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
a. Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus

untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah
yang sifatnya administrasi;

b. Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas
dan tanggung Jawab pejabat yang melimpahkan;

c. Tanggung Jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah
Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh:

a.n. Bupati Pemalang
Sekretaris Daerah,

Nama

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pemalang

Sekretaris,

nama
pangkatj golongan

NIP.

2. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)
Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi
kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di
bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama
(a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas
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dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua
tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi
antara lain sebagai berikut:
a. Pe1impahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat

struktural di bawahnya;
b. Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung

jawabnya;
c. Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat

pengganti; dan
d. Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh:

(tanda tangan)

a.n. Bupati Pemalang
Sekretaris Daerah,

u.b.
Asisten Administrasi Umum,

Dr. Drs. SUPA'AT,M.Pd.
Pembina Utama Muda

NIP. 19660805 199302 1 001

3. Penggunaan Pelaksana Tugas (PIt.)
a. PIt. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan PIt. Dalam penandatanganan
naskah dinas.

Nama.

PIt. Bupati Pemalang,

(tanda tangan)

b. PIt. Jabatan Struktural
PIt. Jabatan struktural memiliki kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas sarna dengan pejabat definitif
dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda
tangani olehnya.
Contoh penulisan sebutan PIt. dalam penandatanganan
naskah dinas.

nama
pangkatj golongan

NIP

PIt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Pemalang,

(tanda tangan)
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4. Penggunaan Pelaksana Haran (Plh.)
a. Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan
naskah dinas.

nama

Plh. Bupati Pemalang,

(tanda tangan)

b. Plh. Jabatan Struktural
Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang
diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak
berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada
perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian,
dan alokasi anggaran.
Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan
naskah dinas.

(tanda tangan)

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Pemalang,

nama
pangkatj golongan

NIP

5. Penggunaan Penjabat (Pj.)
Contoh penulisan sebutan Pj. Dalam penandatanganan naskah
dinas.

nama

Pj. Bupati Pemalang,

(tanda tangan)

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam
Penandatanganan naskah dinas.

nama

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Pemalang,

(tanda tangan)
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6. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.)
Contoh Penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah
dinas.

nama

Pjs. Bupati Pemalang,

(tanda tangan)

IX. Bentuk, Ukuran dan lsi Papan Nama Kantor

A. Bentuk
Papan nama kantor bupati, perangkat daerah, kelurahan, dan UPT
berbentuk empat persegi panjang
Contoh:

B. Ukuran
Perbandingan ukuran huruf 3 : 4.
1. Ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah kabupaten
2. Ukuran huruf "4" untuk tulisan perangkat daerah.

C. Bahan
1.Bahan nama perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan,

misalnya dari bahan kayu, beton, sengi plat dan lain sebagainya.
2. Bahan huruf papan nama kantor diatur sesuai kebutuhan, dapat

menggunakanat atau dari bahan lain seperti sengi plat atau semen
dan lain sebagainya.
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D. Contoh Papan Nama Kantor 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

BUPATI PEMALANG, 
 

ttd 
cap 

 
ANOM WIDIYANTORO 

 

KANTOR BUPATI PEMALANG 
 

 
 

Jalan Surohadikusumo No.1 Pemalang Telepon (0284) 321068 – 

321368 Faks. (0284) 322229 Kode Pos 52312 
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
KECAMATAN……. 

 

 
 

Jalan ……. Telepon (0284) ……. Faks. (0284) …… Kode Pos …. 
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